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Men imbang

Mengingat

KEPUTUSAN

MENTERI PENOIDIKAN DAN K.EBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
No, 0216/0/1392
TENTANG

PE.MBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1991/1992

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

bahwa unfcuk memperluas daya tampung peserta oidik
dan meningkatkan mutu pendidikan, di pandang pe”iu
rnembuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLIP)
dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serua
menegerikan SLIP dan SLTA swasta yang we iah
memenuhi persyaratan penegeri an untuk tahun

pelajaran 193 1/1992.
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a.

b.
C.

d.
e.

- Undcing-undang Nornor 2 Tahun 19S9.
Peraturan Pemerintah Normor 28 fahun 1930.
. peraturan Pemerintah Normor 29 Tahun 1990.
Keputusan Presiden Republik Indonesia :

Nornor 44 Tahun 1974;

Normor 226/M Tahun 1986;

Nornor 29 Tahun 1984 sebagairnana telah diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 1988;

Normor 64/M Tahun 1988.

Normor 15 Tahun 1984 sebagairnana telah diubah

% dengan Keputusan. Presiden Republik .Indonesia

Nomor 42 Tahun "4S91.



Mernpe r hatikan:

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ket 1ga

Keempat

Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember® 1978;
Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 137S;

- Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September
1980;

Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
Nomor 024Q/U/1385 tanggal 5 Juni 1935;

g- Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.
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1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dengan surat Nomor 8-450/1/1992
tanggalms Mei 1932;

2. Surat Kepala 3iro Organi sasi Nomor 166/A5.1/c/
1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMU USKAN

Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (Stir)
dan Sekolah Lajutan Tingkat Atas (SLTA) seri.a
menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah
rnemenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan
SLTA Mege-ri di beberaps® Prop! nsi d! Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Lampiran. 1V Keputusan

ini.

Kedudukan, tugas dan fungsi , susunan crg«nis— e
dan tata "kerja diatur sesuail dengan ketenuuan
dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 19/8; Ncmcr .
0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan homo;

030/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Bagarf organisas®i SLTP. dan SLTA Negeri umum @<
kejuruan sebagaimana.®tersebut pada Lamp! ran J:
T;Tt 111 Keputusan ini .

Menugaskan kepada Kep“aNa Kantor Wilayat Depai —0
Pend 1d 1kan dan.,,Kebudayaan di Prop ins Huvein

me laksanakan ketentuan diKoum PPrtama
sekolah yang bera-da di wilayahnya.



WEiTFRL 5iava untuk keperlUan pelaksanaan Keputusan ini
bcigi mas ing-rnas ing propvnsi oibeoankan paca m.-¥a
ang.garan yang sesuai gE€Pagaimana tersebut pada
kolorri 7 Larnpi ran 1V Keputusan ini.

Keenam Deng an ber lakuny a Keputusan ini Juml ah
a, SMP Negeri 7 .830 buah;

b. SMA Nage ri 2.141 buah ;

c. smip Negeri 1 buah;

d. SMiIK Negari 10 buah\

e . SMPS Negeri 14 buah;

f. SHEA Negeri 336 buah;

g, SMT Pertan ian Negeri 31 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propmsi c¢n
Indonss fd'. y

Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1
April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Mei 1992

SALINAN Keputusan disampaikan

Henteri

*ttd

Fuad Hassan

Pendidikan dan Kebudayaan
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Men teri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Men ter i Pend id iRan d$n Kebudayaan ,

Sekretaris Jenderal Departernen Pendidikan dan Kebudayaan;
Inspektur Jenderal Departernen Pendidikan dan Kebudayaan;
Direktur Jenderal dalam lingkungan Departernen Pendidikan dan
Kebudayaan; )

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan
Kebudayaan Oepartemen Pendidikan dan Kebudayaan;
Sekretaris Direfctorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan
Badan”™ Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
Departernen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam
lingkungan Departernen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kep~U Kantor Wilayah Departernen Pendidikan dan Kebudayaan di
seluruh Indonesia;

Gubernur Kepala Oaerah TingKar 1 di eeluruh Indonesia;

Badan "Administrasi Kepegawaian Negara;

Badart Pemeriksa Keuangan;

Direktorat Jenderal Anggaran Departernen Keuangan;

Kantor perbendaharaan dan Kas Negara”™ di seluruh Indonesia;

Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Hasyarakat
Departernen Pendidikan dan Kebudayaan

p\VepJa/r|’NBag ian Penyusunan Rancangan

Per_kbiJudn\ Perundang-undangan «

""MIP'1303447 53
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SMPeNege r i
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SMP Negeri
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